WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN

Menimbang :

Mengingat

2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

KOTA BINJAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

1.

Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota
Binjai;

bahwa telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah
Metrologi Legal berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor
9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai serta sehubungan
dengan hasil evaluasi tugas, fungsi dan tata kerja pada
lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
Kota Binjai diketahui terdapat beberapa kewenangan yang
tidak merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota
Binjai;

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi,
dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai, perlu perubahan terhadap Peraturan
Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang .......



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota

' Binjai Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 35);

Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Berita Daerah Kota
Binjai Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota  Binjai Nomor 29 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
(Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN KOTA BINJAIL '




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

. Perdagangan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 35)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 29),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
(1} Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. _

(2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas di bidang Perdagangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana keziatan;

b. mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap
pelaksanaan tugas;

c. dihapus;

d. merumusan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan;

e. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan; _

f. mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan
penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang
perdagangan; dan

g. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai
pertanggungjawaban.

2. Ketentuan huruf f ayat (3) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Perdagangan urusan pembinaan dan pengembangan dalam dan
luar negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan,

b. menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian
kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan;

c. menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor
unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota;

d. menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala
daerah provinsi daerah kabupaten/kota;

€. memonitoring .......




)

NIP. 19710331 199803 2 003

memonitoring harga pangan strategis pergudangan penyimpanan
barang dan logistik daerah;

dihapus;

menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan-bahan
sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat
kota;

menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam
keadaan terbungkus; dan

membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagai
pertanggungjawaban. .

Pasal 16 dihapus.

Pasal I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
‘Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 September 2018
Salinan sonal dongan e ove WALIKOTA BINJAI,
T DAERAH KOTA BINJAI
ttd
ENI, SH

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 37




